BUPATI TRENGGALEK
SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBINAAN PASAR
TRADISIONAL, PENATAAN PASAR MODERN DAN TOKO MODERN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor
2 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar
Tradisional, Penataan Pasar Modern dan Toko Modern
belum secara maksimal memberikan perlindungan,
pembinaan, dan pemberdayaan pasar tradisional,

penataan pasar modern dan toko modern;

bahwa Pemerintah Daerah perlu memberikan peluang
usaha bagi koperasi maupun usaha perseorangan yang
ingin mengembangkan usahanya dan meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011
tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Tradisional,

Penataan Pasar Modern dan Toko Modern;



Mengingat
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3817);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
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Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran

Negara Rebublik Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5355);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah
Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437);
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Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang
Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4742);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5404);

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat

Perbelanjaan dan Toko Modern;

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang
Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha
yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang

Penanaman Modal;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/
PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modern;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-
DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012
tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar
Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 178);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2
Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar
Tradisional, Penataan Pasar Modern dan Toko Modern
(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011
Nomor 2 Seri A);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TRENGGALEK NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
PERLINDUNGAN, PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,
PENATAAN PASAR MODERN DAN TOKO MODERN.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan,
Pembinaan Pasar Tradisional, Penataan Pasar Modern dan Toko
Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011
Nomor 2 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 24 dan angka 31 diubah,
diantara angka 8 dan angka 9 disisipkan 1 (satu) angka,
yakni angka 8a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Trenggalek.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya
disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah.
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Dinas adalah Dinas teknis yang berwenang di bidang
penanganan pasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Trenggalek.

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah
penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat
perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa,

pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

Pasar Tradisional Kabupaten adalah pasar yang
dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah, swasta,
Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik
Daerah termasuk kerjasama dengan swasta berupa
tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los, dan tenda
yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah,
koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan
melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar

menawar dalam lingkungan pasar.

Pasar Modern adalah pasar yang dibangun dan dikelola
oleh pemerintah, swasta, atau koperasi yang dalam
bentuknya berupa pusat perbelanjaan, seperti mall,
plaza, dan shopping centre serta sejenisnya dimana
pengelolaannya dilaksanakan secara modern, dan
mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja
dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal

relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti.

Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang
terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan
secara vertikal maupun horisontal yang dijual atau
disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri

untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

Toko adalah tempat usaha atau bangunan yang
digunakan untuk menjual barang dan/atau jasa secara

langsung dan terdiri dari hanya satu penjual.
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Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan
mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran
yang berbentuk minimarket, supermarket, departement
store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk

perkulakan.

Pasar Khusus adalah pasar dimana barang yang
diperjualbelikan bersifat khusus atau spesifik, seperti
pasar hewan, pasar keramik, pasar burung, dan

sejenisnya.

Pasar Lingkungan adalah pasar yang dikelola pemerintah
daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat yang
ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan
pemukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang
yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-

hari.

Pasar Desa adalah pasar yang dikelola oleh
pemerintahan desa atau kelurahan yang ruang lingkup
pelayanannya meliputi lingkungan desa atau kelurahan
di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang
diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari

dan/atau kebutuhan sembilan bahan bahan pokok.

Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang
melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket melalui
satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian

barang ke outlet yang merupakan jaringannya.

Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang
masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan

atau badan usaha.

Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk
melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-
hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan

cara pelayanan mandiri (swalayan).
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Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk
melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah
tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok
secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan

cara pelayanan mandiri.

Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk
melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah
tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok
secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang
didalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan
toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan

yang pengelolaanya dilakukan secara tunggal.

Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, lzin Usaha
Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern adalah
izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar
tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern yang

diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten setempat.

Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah
dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil,
menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak
sehat dengan pasar modern, toko modern dan
sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang

menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.

Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah
dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil,
menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu
berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas
baik dari aspek manajemen dan fisik/ tempat agar dapat

bersaing dengan pasar modern.

Pembinaan adalah segala upaya yang dilaksanakan oleh
pemerintah daerah untuk memberdayakan pasar

tradisional.
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Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh
pemerintah daerah untuk mengatur dan menata
keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu
daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar
tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi

yang ada.

. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha,

baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip
saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan
menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro,

kecil dan menengah dengan usaha besar.

Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan
pemerintah daerah setempat yang mengatur
pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang
disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan

rencana rinci tata ruang.

Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang
kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan

kepada pemegangnya.

Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan
mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan
miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30

tahun.

Ketertiban keamanan pasar adalah suatu kondisi atau
keadaan yang mencerminkan suasana tertib, aman, dan
teratur serta disiplin yang harus tercermin pada

lingkungan pasar dan tempat-tempat penjualan umum.

Kios adalah bangunan permanen maupun tidak
permanen, dibangun merupakan bagian dari los dan

dibatasi dengan sekat.

Lapangan adalah tempat pedagang kaki lima berjualan
dengan menggunakan bangunan darurat atau meja/roda

dorong lainnya.
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Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang
perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan
pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal
untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan
kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan

budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Renovasi adalah pembangunan baru dari bangunan lama

yang sudah berdiri.

Relokasi adalah memindahkan lokasi pasar ke lokasi
baru sesuai dengan tuntutan rencana pemanfaatan

ruang.

Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) huruf b sampai dengan
huruf d, huruf i, ayat (6) huruf b diubah, ayat (2) huruf h

dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 12

Lokasi pendirian pasar modern dan toko modern wajib
mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, termasuk
pengaturan zonasinya.

Penyelengaraan dan pendirian pasar modern dan toko

modern wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi
masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha
kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah yang

bersangkutan;

b. memperhatikan jarak dengan pasar tradisional

maupun pasar modern dan toko modern lainnya;

c. pasar modern dan/atau toko modern dapat dibangun
dengan jarak radius terdekat 500 m (lima ratus

meter) dari pasar tradisional;
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d. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar modern
dan toko modern yang bersih, sehat, hygienis, aman,

tertib, dan ruang publik yang nyaman;

e. menyediakan fasilitas tempat usaha bagi usaha kecil
dan menengah, pada posisi yang sama-sama

menguntungkan;

f. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan
tidak bermotor yang memadai di dalam area
bangunan, yaitu minimal seluas kebutuhan parkir 1
(satu) unit kendaraan roda 4 (empat) untuk setiap 60
m2 (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan

pusat perbelanjaan dan/atau toko modern;

g. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur
keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar

modern dan toko modern;
h. Dihapus;

i. pendirian toko modern Kkhususnya Minimarket
diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha
yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket

tersebut.

(3) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem
jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri

sekunder.
(4) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan:

a. hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem

jaringan jalan arteri atau kolektor;

b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal

atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
(5) Supermarket dan Departemen Store:

a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan

lingkungan; dan

b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan

lingkungan di dalam kota/perkotaan.
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(6) Minimarket :

a. dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan,
termasuk pada sistem jaringan lingkungan pada
kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di

dalam kota/perkotaan;

b. jumlah toko modern berjaringan untuk setiap
kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di
dalam kota/perkotaan paling banyak hanya ada 2
(dua) toko modern berjaringan dalam jarak 2 km (dua

kilometer).

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf a dan huruf c diubah, dan
huruf b dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 14

(1) Jam kerja hypermarket, department store dan

supermarket adalah sebagai berikut:

a. untuk hari Senin sampai dengan Jum’at, pukul 10.00
WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;

b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB
sampai dengan pukul 23.00 WIB;

c. untuk hari besar keagamaan, libur nasional, atau
hari tertentu lainnya, pukul 10.00 WIB sampai
dengan pukul 24.00 WIB.

(2) Jam kerja minimarket adalah sebagai berikut:

a. untuk hari Senin sampai dengan Minggu, pukul
10.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB;

b. Dihapus;

c. untuk hari besar keagamaan, libur nasional, atau
hari tertentu lainnya ketentuan mengenai jam kerja

diatur dengan Peraturan Bupati.
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Pasal Il

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 20 September 2013

BUPATI TRENGGALEK,
ttd
MULYADI WR
Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

ALI MUSTOFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 2 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBINAAN PASAR
TRADISIONAL, PENATAAN PASAR MODERN DAN TOKO MODERN

. UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan,
Pembinaan Pasar Tradisional, Penataan Pasar Modern dan Toko Modern
belum secara maksimal memberikan perlindungan, pembinaan,
pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pusat perbelanjaan, toko
modern, sehingga perlu diadakan penyempurnaan terhadap Peraturan
Daerah dimaksud.

Untuk memberikan pelayanan yang maksimal khususnya terhadap
perkembangan peluang usaha bagi koperasi maupun usaha perseorangan
yang ingin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat mengenai
penyediaan kebutuhan masyarakat secara umum, dan dalam rangka
mengupayakan pasar tradisional, koperasi dan UMKM dapat bekerja sama
dengan pelaku usaha pasar modern/ pelaku usaha bermodal kuat (melalui
Corporate Social Responsibility), sehingga pertumbuhan dan perkembangan
pasar modern dapat berjalan secara sinergi dengan pasar tradisional,
koperasi dan UMKM serta jauh dari praktek-praktek monopoli.

Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi
kompleksitas permasalahan pengelolaan, pembinaan dan penataan pasar
tersebut di atas agar lebih maksimal, perlu merubah Peraturan Daerah
dimaksud. Perubahan Peraturan Daerah ini menjadi dasar serta pedoman
dalam penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan, pembinaan serta
penataan pasar baik pasar tradisional yang didirikan dan dikelola
pemerintah maupun pasar modern yang didirikan dan dikelola oleh pihak
swasta. Perubahan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat diterapkan

secara optimal guna menciptakan keserasian hubungan kemitraan antara
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pasar tradisional dan pasar modern dalam mengembangkan perekonomian

daerah.
I1. PASAL DEMI PASAL
Pasal |

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 28



